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ABSTRAK 

Ahmadsyah, Jihad. 2020. Perlindungan Hukum Beras Mentik Wangi Susu Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Magelang. Skripsi, 

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr.Dewi Sulistianingsih,S.H.,M.H. 

Kata Kunci : Pendapatan Daerah; Indikasi Geografis; Beras Mentik Wangi 

Susu. 

Indikasi Geografis adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. beras mentik wangi susu merupakan beras khas Kabupaten Magelang 

yang harus dilindungi agar mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai : 1). Bagimana Peran 

kelompok tani dalam mengembangkan beras mentik wangi susu Sawangan 

sebagai potensi produk Indikasi Geografis Kabupaten Magelang. 2). Bagaimana 

perlindungan hukum Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di 

Kabupaten Magelang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sawangan, Kecamatan 

Sawangan Kabupaten Magelang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer 

data sekunder dan data tersier, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif 

dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Peran kelompok tani dalam 

mengembangkan beras mentik wangi susu Sawangan sebagai potensi produk 

Indikasi Geografis sudah sesuai dengan SOP mulai dari penanaman sampai 

pembungkusan dan menjaga reputasi. 2). Perlindungan hukum yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap hasil pertanian beras mentik wangi 

susu adalah dengan mendaftarkan beras mentik wangi susu sebagai varietas 

tanaman dan belum mendaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis dan Merek . 

Simpulan : 1). Dalam mengembangkan beras mentik wangi susu Sawangan 

sebagai potensi produk Indikasi Geografis petani harus selalu menjaga reputasi 

beras mentik wangi susu tersebut. 2). Pemerintah Kabupaten Magelang sudah 

melakukan perlindungan hukum terhadap beras mentik wangi susu berupa 

pengajuan permohonan pendaftaran beras mentik wangi susu sebagai varietas 

tanaman Kabupaten Magelang, tetapi belum didaftarkan sebagai produk Indikasi 

Geografis dan Merek di Kabupaten Magelang. Saran Pemerintah Kabupaten 

Magelang hendaknya tidak hanya mendaftarkan beras mentik wangi susu 

Sawangan sebagai varietas tanaman, tetapi juga harus mengajukan permohonan 

pendaftaran Indikasi Geografis dan mendaftarkan Merek. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kekayaan Intelektual  merupakan suatu sistem yang sekarang ini 

tumbuh dan berkembang pada setiap tata kehidupan modern. Kekayaan 

Intelektual disingkat dengan KI yang merupakan terjemahan dari Intellectual 

Property Rights atau yang disingkat dengan IPR dapat kita artikan sebagai 

hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia 

(Krisnawati, Adriana, & dkk, 2005). 

Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian memiliki 

peranan yang sangat penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil pertanian tersebut 

merupakan komoditas ekspor yang menjadi salah satu penyumbang  devisa 

yang besar bagi Indonesia. Ekspor hasil pertanian dari Indonesia menjadi 

salah satu usaha untuk memasarkan hasil pertanian tersebut di pasar global 

dan juga memperkenalkan berbagai komoditas pertanian dari Indonesia ke 

seluruh dunia. 

Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang 

dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan 

Kekayaan lntelektual (KI). Penghormatan dan penghargaan terhadap 

Kekayaan Intelektual di jaman sekarang menjadi sebuah keniscayaan 

termasuk didalamnya penghormatan, penghargaan, dan perlindungan 
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terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal atau yang 

dikenal dengan konsep perlindungan Indikasi Geografis (Djulaeka, 2014). 

Menurut (Ayu & Risang, 2006) Indikasi Geografis yaitu suatu rezim 

dari Kekayaan Intelektual selain Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, 

Hak Rahasia Dagang, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Indikasi 

Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau 

dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal 

tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas 

produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu 

bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa 

tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu 

produk. 

Perlindungan Indikasi Geografis dilindungi oleh hukum untuk 

memberikan kepastian karakteristik dan kualitas barang yang dihasilkan. 

Serupa dengan perlindungan hukum Merek dan Dagang di Indonesia, 

perlindungan hukum Indikasi Geografis juga mensyaratkan adanya proses 

pendaftaran aplikasinya. Hanya saja pendaftaran Indikasi Geografis 

dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yang ditentukan dalam Hukum 

Merek dan Indikasi Geografis (Almusawir & dkk, 2018) 

Peraturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia, diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan 

tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat 
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atau daerah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan 

karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut 

dalam barang tersebut. Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat dan asal 

barang. Produk-produk pertanian yang memiliki kualitas yang mengarah dari 

produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor alam, 

seperti iklim dan tanah, serta faktor manusia. 

Berbeda dengan aspek kekayaan intelektual lainnya, seperti merek, di 

mana penamaan terhadap suatu produk disertai logo dan tulisan tertentu, pada 

Indikasi Geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu 

daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan 

tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang 

sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain (Sudaryat, 2010). 

Menurut (Septiono & Saky, 2009) bahwa banyaknya produk daerah 

yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar 

internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, perlu diikuti 

dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi komoditas tersebut dari 

praktek persaingan curang dalam perdagangan. 

Salah satu produk pertanian yang memiliki potensi dapat dilindungi 

Indikasi Geografis adalah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang. Beras Mentik Wangi Susu Sawangan yang berasal dari Kabupaten 

Magelang berbentuk seperti halnya beras jenis yang lain, namun yang 

membedakan adalah lahan untuk menanam, air dari mata air gunung 

berapi yang kaya mineral, kontur, jenis tanah dan rasanya. Seperti namanya, 
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Indikasi Geografis terhadap hasil pertanian Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan, Kabupaten Magelang. Mengingat Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu komoditas unggulan 

daerah yang rawan untuk diklaim oleh pihak lain. 

Hal tersebut yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Magelang untuk mendaftarkan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis, karena mengingat 

produk Beras Mentik Wangi Susu Sawangan, Kabupaten Magelang ini 

memiliki ciri khas, bermutu tinggi dan bernilai ekonomis sehingga perlu 

adanya perlindungan hukum untuk bisa melindungi Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan dari praktek persaingan curang dalam perdagangan. 

Oleh karena itu, Indikasi Geografis itu sendiri bersifat menguntungkan, 

karena terhadapnya dapat ditegakkan perlindungan hukum bagi produk khas 

daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong suatu daerah 

untuk meningkatkan produk unggulan tersebut. Selain itu, dengan 

didaftarkannya Beras Mentik Wangi Susu Sawangan, Kabupaten Magelang 

sebagai produk Indikasi Geografis, Kabupaten Magelang akan mendapatkan 

reputasi yang baik sebagai penghasil Beras Mentik Wangi Susu, sehingga 

akan berdampak baik terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, 

apabila pada suatu saat terjadi sengketa atau masalah terkait dengan produk 

Indikasi Geografis tersebut. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin mengangkat dan 

mendiskripsikan perihal Perlindungan Hukum Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di 

Kabupaten Magelang. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Peran petani dan masyarakat dalam mengembangkan hasil pertanian 

beras mentik wangi susu Sawangan di Kabupaten Magelang. 

3. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Magelang terhadap hasil pertanian beras mentik wangi susu 

Sawangan sebagai produk Indikasi Geografis. 

4. Problematika dalam pelaksanaan perlindungan hasil pertanian beras 

mentik wangi susu Sawangan di Kabupaten Magelang. 

5. Tujuan perlindungan hasil pertanian beras mentik wangi susu 

Sawangan sebagai potensi Indikasi Geografis di Kabupaten 

Magelang. 

6. Dampak positif dan negatif terhadap perlindungan Indikasi 

Geografis hasil pertanian beras mentik wangi susu Sawangan 

terhadap masyarakat di Kabupaten Magelang. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat oleh 

penulis, Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Peran petani dan masyarakat dalam mengembangkan hasil pertanian 

beras mentik wangi susu Sawangan di Kabupaten Magelang. 

3. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Magelang terhadap hasil pertanian beras mentik wangi susu 

Sawangan sebagai potensi produk Indikasi Geografis. 

4. Cara mengatasi masalah dalam pelaksanaan perlindungan hasil 

pertanian beras mentik wangi susu Sawangan di Kabupaten 

Magelang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran kelompok tani dalam mengembangkan Beras 

Mentik Wangi Susu Sawangan sebagai produk Indikasi Geografis 

Kabupaten Magelang? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pendapatan daerah 

berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis di Kabupaten magelang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran kelompok tani 

dalam mengembangkan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

sebagai potensi produk Indikasi Geografis Kabupaten Magelang. 

2. Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap hasil pertanian 

Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang sebagai 

potensi produk Indikasi Geografis. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis 

maupun secara praktis, dan diharapkan mampu memberi tambahan kontribusi 

bagi pokok-pokok kepentingan, baik untuk kepentingan teoritis maupun 

kepentingan praktis antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian di bidang Kekayaan Intelektual 

tentang Indikasi Geografis; 
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b. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hukum 

Indikasi Geografis pada khususnya; 

c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

permasalahan, hambatan, dan upaya menanggulangi hambatan yang ada 

dalam penerapan peraturan tentang Indikasi Geografis di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan mengenai perlindungan 

hukum Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hukum Indikasi 

Geografis pada khususnya. 

b. Bagi Masyarakat Kabupaten Magelang 

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat 

Kabupaten Magelang mengenai pentingya pendaftaran Indikasi 

Geografis untuk meningkatakan pendapatan daerah. 

c. Bagi Pemertintah Kabupaten Magelang 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

Pemerintah Kabupaten Magelang, agar lebih memperhatikan masalah 

dalam penerapan peraturan tentang Indikasi Geografis sehingga dapat 

ditemukan upaya penyelesaian permasalahan yang terkait Indikasi 

Geografis serta menemukan produk Indikasi Geografis lainnya di 

Kabupaten Magelang. 

d. Bagi Petani Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang 
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Memberikan pandangan kepada petani di Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang terkait pemikiran mengenai prinsip perlindungan 

hukum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

merek dan Indikasi Geografis, serta kendala yang akan dihadapi seperti 

proses pendaftaran yang dianggap rumit dan biaya yang dianggap 

mahal. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Economy Analysis of Law (Richard A. Posner) 

Teori Economy Analysis of Law (Richard A.Posner), Richard A. 

Posner lahir pada 11 Januari 1939 adalah seorang ahli hukum dan ekonom 

dari Amerika yang merupakan Hakim Pengadilan Amerika Serikat dari 

Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Ketujuh di Chicago 

dari 1981 hingga 2017, dan Dosen Senior di Sekolah Hukum Universitas 

Chiciago. Richard merupakan tokoh terkemuka di bidang hukum dan 

ekonomi, dan diidentifikasikan oleh The Journal of Legal Studies sebagai 

pakar hukum yang paling banyak dikuti di abad ke -20 (Mercuro & 

Medumo, 1999). 

Richard dikenal karena jangkauan ilmiahnya dan untuk menulis 

tentang topik di luar bidang utamanya, yaitu bidang hukum. Dalam 

berbagai tulisanya, dia telah membahas hak-hak hewan, feminimisme, 

larangan narkoba, pernikahan sesama jenis, ekonomi Keynesian, dan 

filsafat moral akademik, di antara pelajaran lain. 

Richard adalah penulis hampir 40 buku tentang yurisprudensi, 

ekonomi, dan beberapa topik lainnya, termasuk Analisis Ekonomi Hukum, 

Pragmatisme dan Demokrasi, dan Krisis Demokrasi Kapitalis. Richard 

secara umum telah diidentifikasikan sebagai konservatif secara politis. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ia telah menjauhkan diri dari posisi 

partai Republik yang mengarang aturan yang lebih liberal yang melibatkan 

pernikahan sesama jenis dan aborsi (Posner, 1994). Dalam kegagalan 

Kapitalisme, Richard telah menulis bahwa krisis keuangan tahun 2008 
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telah membuatnya mempertanyakan pilihan rasional, model ekonomi 

laissez faire yang terletak di jantung teori Hukum dan Ekonominya. 

Tokoh utama yang dianggap memberikan insipirasi munculnya 

pemikiran analisis ekonomi atas hukum tersebut adalah Jeremy Bentham 

(1789). Dia berbendapat bahwa terdapat kecenderungan orang berperilaku 

dengan tujuan mendapatkan sebesar mungkin kenikmatan dan 

meminimalisir sekecil mungkin penderitaan. Tokoh pemikir 

utilatarianisme ini melakukan pengujian secara sistematik bagaimana 

orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan 

mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial 

(social welfare). 

Teori Bentham ini kemudian dikembangkan seiring dengan 

tumbuhnya Gerakan realism di Amerika Serikat oleh seorang Hakim 

Agung di Mahkamah Agung, yakni Richard A. Posner. Richard 

mengemukakan tiga hal fundamental dalam analisis ekonomi Yaitu: 

a. Terdapat hubungan antara harga yang ditetapkan dengan jumlah 

permintaan (hukum permintaan) 

b.Para konsumen demikian pula kriminal akan diasumsikan untuk 

mencoba memaksimalkan nilai gunanya (kebahagiaan, kenikmatan, 

kepuasan) 

c. Sumber daya itu cenderung untuk menarik kegunaan yang paling 

bernilai jika pertukaran sukarela pasar yang mengijinkan (Hsiung, 2006). 
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Teori ini mengaris bawahi perilaku manusia berhadapan dengan 

insentif-insentif hukum dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, 

hukum dapat memberikan arahan terhadap perilaku manusia dalam koridor 

perilaku hukum dan ekonomi manusia. Teori analysis economy of law ini 

mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/tool. Jadi, sesuatu/esse harus 

memberikan manfaat/nilai utilitis bagi esse yang lain (social welfare) 

(Radjagukguk, 2011). 

Perkembangan selanjutnya setelah direanalisis oleh Ronald Coasei 

(1960) dan Richard sendiri, ide analisis ekonomi dalam hukum 

berkembang mencakup transaction cost of economy, economy institution, 

dan public choice. Transaction cost of economy berkaitan dengan efesiensi 

peraturan hukum yang sebagian besar berkenaan dengan hukum privat. 

Economy institution berkaitan dengan tindakan manusia termasuk 

peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial. Dan 

public choice berkaitan dengan proses memutuskan secara demokrasi 

dengan mempertimbangkan metode microeconomy dan perdagangan. 

Melalui prinsip ekonomi, Richard berharap dapat meningkatkan efesiensi 

hukum termasuk efesiensi dalam meningkatkan kesejahtraan sosial 

(Posner, 1994). 

Menurut (Sulistianingsih, 2016) Kekayaan Intelektual adalah 

konsep hukum yang berkaitan dengan kreasi dari kecerdasan manusia 

yang menghasilkan karya seperti, invensi, desain, merek dagang atau 

karya seni seperti musik, buku, film, tarian, patung atau fotografi 

dipertimbangkan dan dilindungi sebagai kekayaan untuk jangka waktu 
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tertentu asalkan karya tersebut memenuhi kriteria tertentu. Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya bertujuan untuk melindungi 

kekayaan intelektual saja tetapi juga memberikan manusia inovasi ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu HKI melindungi 

inventor/pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan 

invensinya, mendorong para inventor/pencipta dalam menghasilkan 

invensi yang lebih baik dan mendorong perusahaan untuk menghasilkan 

produk berkualitas dan memungkinkan konsumen untuk bergantung 

pada identitas produk yang mereka beli. Adapun HKI dianggap penting 

dan perlu dilindungi yaitu karena: 

1. Hak-Hak Alami 

Justifikasi paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang 

telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak 

alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. 

Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai 

perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang 

tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Seseorang yang 

sudah dengan mengeluarkan tenaga, memeras pikiran, mengeluarkan 

biaya, telah menghasilkan sebuah invensi/ciptaan/desain, tetapi yang 

mengambil keuntungan justru bukan dia tetapi orang lain. Hal ini terasa 

tidak adil, dengan kata lain siapa yang membuat dialah yang menikmati, 

siapa yang menanam, dialah yang menuai. Hak alamiah atas suatu 

prestasi untuk memiliki, menikmati, dan mengontrol penggunaan dan 

hasil prestasi tersebut berdasarkan asas keadilan dan kejujuran sebagai 





21 
 

 
 

panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya 

meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat. 

 Hal ini juga berlaku bagi para penanam modal (investor) di bidang 

ciptaan dan invensi. Para investor memainkan peran yang sangat penting 

dalam memajukan teknologi. Sebagai contoh, mereka dapat menolong 

membiayai penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang 

sangat bermanfaat dan produk-produk yang ditingkatkan kualitasnya. 

Meskipun demikian, para investor, khususnya jika mereka adalah 

perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, akan enggan 

membantu pembiayaan sebuah buku atau invensi kecuali jika mereka 

yakin bahwa mereka dapat mengembalikan investasi yang telah 

dikeluarkan dan dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. 

4. Menciptakan Kondisi yang Kondusif dan Sehat Bagi Keberlangsungan 

Usaha. 

Pencipta/inventor/pendesain yang telah melakukan pendaftaran 

kekayaan intelektualnya akan memiliki peluang lebih besar dalam 

melakukan pengembangan usaha dan penciptaan produk-produk atau 

jasa-jasa yang belum ada di masyarakat. Perlindungan pada kekayaan 

intelektual akan menurunkan tingkat pemalsuan produk atau jasa yang 

beredar di masyarakat dan oleh karenanya akan turut meningkatkan 

gairah bagi pencipta/inventor/pendesain dan dunia usaha dalam 

mengembangkan produk atau jasa yang dimilikinya. 

Menurut Lutviansori dalam (Sulistianingsih, 2016) adalah sesuatu 

yang wajar ketika sesuatu yang berharga dan bernilai kemudian 



22 
 

 
 

dilakukan upaya-upaya perlindungan guna menjaga dari campur tangan 

pihak lain, atau guna mencegah tindakan orang lain yang dapat 

merugikan pihak yang secara sah menjadi pemilik atas hak tersebut. 

Demikian juga halnya dengan konsep kekayaan intelektual yang dalam 

TRIPs menjadi sorotan utama, menandakan bahwa kekayaan intelektual 

menjadi sesuatu yang penting untuk dilindungi. 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual 

2.3.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual (KI) atau Intellectual Property Rights 

(IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada 

seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan 

intelektual manusia (Hidayah, 2017). Berdasarkan pengertian ini maka 

perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu 

perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya 

adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus 

berkarya dan mencipta. 

WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah 

lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI 

memberikan definisi sebagai berikut:  

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: 

inventions, literary and artistic works, and symbols, names, image, 

and designs used in commerce (http://www.wipo.com ).  

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual 

merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, dan seni, 

simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. 

http://www.wipo.com/
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Indonesia merupakan negara agraris, dimana sektor pertanian memiliki 

peranan yang sangat penting baik terhadap perekonomian maupun 

terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Peranan sektor 

pertanian ini mampu memberikan kontribusi yang besar dalam 

perekonomian bangsa, khususnya dalam memacu peningkatan 

pendapatan nasional. Sebagai salah satu pilar ekonomi negara, sektor 

pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat. 

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak 

atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI 

pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa 

pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya 

membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya 

pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi 

memiliki nilai. Apabila ditambah dengan menfaat ekonomi yang dapat 

dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi 

kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi (Riswandi & 

Syamsudin, 2005). 

Menurut (Saidin, 2015) pada tahun 2001 bersamaan dengan 

lahirnya UU Paten dan Merek legislatif dan pemerintah telah 

menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di samping paten dan merek 

yang sudah lebih dulu disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
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2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain lndustri dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dengan 

demikian saat ini terdapat perangkat UU HKI Indonesia yakni: 

 

 

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014. 

2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor l4 Tahun 2001 

(sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2016) 

3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

(sekarang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis). 

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000. 

5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000. 

6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000, dan 

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000. 
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2.3.1.2 Pembagian Golongan Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual (KI) pada umumnya berhubungan dengan 

perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai 

komersial. KI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan 

diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya (Lindsey, 

2011). Cabang KI secara umum mengacu pada TRIPs (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Organization) yaitu perjanjian yang 

meng. atur tentang ketentuan KI di bawah WTO (World Trade 

Organization). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs 

ada tujuh cabang, antara lain: 

a.  Hak Cipta (copyrights and related rights) 

b. Merek dagang (trade mark) 

c. Indikasi Geografis (geographical indicators) 

d. Desain Industri (industrial design) 

e. Paten (patent) 

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (design of integrated 

circuits) 

g. Informasi tertutup (protection of undisclosed information) 

Menurut Henry dalam (Mayana, 2004) pada dasarnya, KI 

digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan hak-hak 

yang terkait dengan hak cipta (neighboring-rights). Hak cipta lahir sejak 

ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, 

sedangkan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (neighboring-right) 

diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan 
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lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan hak cipta. 

Kedua adalah Hak Kepemilikan Industri (Industrial Property 

Rights) yang khusus berkenaan dengan industri. Sehubungan dengan hal 

tersebut, yang diutamakan dalam Hak Kepemilikan Industri adalah 

bahwa hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan 

untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah 

yang merupakan aspek terpenting dari Hak Kepemilikan Industri. 

Gautama dalam (Mayana, 2004). 

2.3.1.3 Prinsip yang Melekat pada Kekayaan Intelektual (KI) 

Sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual, Prinsip-

Prinsip Kekayaan Intelektual berlaku secara umum  tidak terkecuali 

Indikasi Geografis (Yessiningrum, 2015) Prinsip-prinsip dari Indikasi 

Geografis sebagai berikut : 

1. Prinsip keadilan (the principle of natural justice) 

 Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja 

membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar 

memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi 

maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena 

dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan 

perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu 

kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum itu 

mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu menjadi alasan 
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melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut Hak Kekayaan 

Intelektual maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, 

adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan 

intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam 

negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi 

perlindungan di luar batas negaranya. 

2. Prinsip Ekonomi (the economic argument) 

  Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari 

hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang 

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai 

bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam 

menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa 

kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang 

menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang 

kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian 

Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi 

pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan 

keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan 

technicalfee. 

3. Prinsip Kebudayaan (the cultural argument) 

  Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada 

hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari 

karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus 

menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian 
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maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, 

peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat,bangsa dan negara. Pengakuan atas 

kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem 

Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat 

dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu 

membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan 

ciptaan baru. 

4. Prinsip Sosial (the social argument) 

 Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai 

perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang 

lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai 

warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan 

manusia lain, yang sama sama terikat dalam suatu ikatan 

kemasyarakatan. Dengan demikian hak-hak apapun yang diakui 

oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu 

persekutuan, atau kesatuan itu akan tetap pemberian hak kepada 

perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, 

kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. 

2.3.1.4 Pendaftaran Kekayaan Intelektual 

Pendaftaran Kekayaan Intelektual merupakan kegiatan 

pemeriksaan dan pencatatan setiap bidang Kekayaan Intelektual oleh 

pejabat pendaftaran dalam buku daftar dengan tujuan pemohon untuk 
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memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. 

Melalui proses pendaftaran Kekayaan Intelektual, pemohon akan 

mendapatkan pengakuan berupa sertifikat KI sebagai bukti atas 

didaftarkannya produk tersebut. 

Kekayaan Intelektual pada dasarnya harus didaftarkan dan masing-

masing bidang Kekayaan Intelektual  memiliki syarat dan tata cara yang 

berbeda. Menurut (Moelyono, 2010), Pengajuan pendaftaran Indikasi 

Geografis dapat dilakukan melalui tiga cara yakni pemohon dapat 

mengajukan langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang 

beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12940, 

melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

R.I di seluruh Indonesia, atau melalui Kuasa Hukum Konsultan KI 

terdaftar. Pemerintah juga telah menyediakan layanan dalam pendaftaran 

KI melalui online atau yang biasa disebut e-filling. 

Pemohon/Kuasa/Konsultan KI mengajukan Permohonan Akun ke 

DJKI dalam hal ini adalah Direktur Teknologi Informasi KI. Setelah itu 

Pemohon/Kuasa/Konsultan KI akan menerima kode akun untuk 

mengakses e-filling. Dalam melakukan submit permohonan, 

Pemohon/Kuasa/Konsultan KI diharuskan menyiapkan dokumen 

lampiran permohonan dan memindai (scanning), kemudian mengisi data 

permohonan dan mengunggah dokumen.Pemohon/Kuasa/Konsultan KI 

membayar biaya permohonan di Bank/Pos persepsi melalui salah satu 

kanal seperti Bank, ATM, mesin EDC, ataupun Internet Banking. 

Kemudian Pemohon/Kuasa/Konsultan KI akan menerima Nomor 
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Transaksi Penerimaan Negara/Nomor Transaksi Bank (NTPN/NTB) 

yang kemudian dari pihak bank akan memberitahukan ke DJKI melalui 

Kemenkeu dengan menggunakan billing system. Perkembangan 

permohonan pendaftaran KI akan diberitahukan DJKI kepada 

Pemohon/Kuasa/Konsultan KI apabila proses pengajuan permohonan 

pendaftaran KI telah selesai. 

2.3.1.5 Pelaksanaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 

Serta Hambatan dan Tantangan di Era Globalisasi 

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya 

memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli tersebut pemilik 

Hak Kekayaan Intelektual dapat menikmati manfaat ekonomi dari 

kekayaan intelektual yang didapatnya (Sofyanto, 2018) 

Seiringi dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami 

pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam 3 (tiga) kategori 

yaitu : 

a. Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan 

pribadi dalam kekayaan pribadi yang dikenal dengan 

intangible things. 

b. Kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan 

bangunan. 

c. Kekayaan yang diketahui sebagai Kekayaan Intelektual. 

 

Konsep inilah yang dicoba untuk dipergunakan sebagai dasar 

pemikiran dalam perlindungan Kekayaan Intelektual. Sebagaimana 

diuraikan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah 

pikir dan kreativitas si pencipta, penemu atau creator. Oleh sebab itu 

pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya 

adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar 





32 
 

 
 

kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat di dalam maupun di luar 

negeri. Peluang itu adalah peluang untuk memperdagangkan barang dan 

jasa yang dihasilkan, melampaui batas wilayah suatu negara secara lebih 

cepat, lebih mudah dan dengan harga yang murah. Sehingga dapat 

menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang 

membanjiri pasar dalam negeri.  

Kekayaan Intelektual merupakan fundamental perekonomian suatu 

bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak Hak 

Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Semakin 

banyak Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, semakin cepat 

pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai negara tersebut (Sinungan, 

2011). 

Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam upaya perlindungan 

hukum Kekayaan Intelektual di era globalisasi yaitu mengingat bangsa 

Indonesia sebagai negara berkembang tidak mudah dalam menerapkan 

rezim Kekayaan Intelektual. Sebab, Indonesia mempunyai kekhasan 

dalam karakteristik masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia merupakan 

masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih 

tinggi dari pada kepentingan individu, meskipun tidak berarti pula bahwa 

individu kehilangan hak-haknya (Sardjono, 2006).  

Dikaitkan dengan penerapan Kekayaan Intelektual di Indonesia. 

Ciri dari masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan isu tentang 

perlindungan atas kepentingan ekonomi individu pemilik hak dalam 
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sistem Hak Kekayaan Intelektual (Greene, 1999). Masyarakat lokal 

banyak yang tidak peduli terhadap upaya perlindungan Kekayaan 

Intelektual. Kekayaan Intelektual bersifat individualistik dan masyarakat 

Indonesia adalah masyarakat komunal yang sangat menghargai 

kebersamaan. Keduanya saling bertentangan, sehingga penerapan 

Kekayaan Intelektual di Indonesia banyak mendapatkan kendala. Konsep 

Kekayaan Intelektual yang dibawa di Indonesia kurang tepat terhadap 

budaya yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri 

bagi pemerintah untuk membentuk perundang-undangan yang sesuai 

dengan budaya komunal yang ada di Indonesia.  

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan Kekayaan 

Intelektual di Indonesia cukup variasi, tergantung pada jenis 

perlindungannya. Rezim Kekayaan Intelektual tidak dapat melindungi 

pengetahuan tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Sardjono, 

bahwa Kekayaan Intelektual adalah sebuah rezim yang sama sekali 

berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional. Kekayaan 

Intelektual adalah rezim individualistik untuk memonopoli teknologi 

guna melindungi investasi atau modal. Kekayaan Intelektual tidak dapat 

dilepaskan dari kepentingan pemilik modal. Seperti misalnya teknologi 

obat-obatan. Karakter Kekayaan Intelektual yang demikian jelas tidak 

memungkinkan untuk diaplikasikan pada sistem perlindungan teknologi 

obat-obatan tradisional yang mempunyai karakter sangat berbeda dari 

teknologi farmasi modern yang dikembangkan kaum kapitalis farmasi 

dunia (Sardjono, 2006).  
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Hambatan lainnya dalam perlindungan Kekayaan Intelektual di 

Indonesia yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang belum lengkap. Dalam mendapatkan perlindungan Kekayaan 

Intelektual terkadang prosedurnya terlampau rumit dan terlalu panjang 

serta biaya yang relatif mahal. Dalam perlindungan paten menuntut 

tindakan aktif dari inventor untuk mendapatkan perlindungan. 

Masyarakat lokal harus berlaku aktif dalam mengajukan permintaan 

perlindungan, harus melakukan berbagai langkah administratif dan 

sebelumnya mereka telah menyusun dokumen yang berisi spesifikasi 

paten dan klaim yang dikehendaki. Lemahnya dukungan budaya hukum 

yang mengakibatkan tidak terpercayainya suatu efektivitas hukum. Hal 

ini juga menjadi hambatan dalam penerapan Kekayaan Intelektual di 

Indonesia. Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan 

orientasi dan berdaya saing global dilakukan dengan upaya produktivitas 

nasional melalui inovasi, penguasaan penelitian, pengembangan dan 

penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta 

kemandirian dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan, mengelola 

kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan 

kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan dan mengelola sumber 

daya alam secara berkelanjutan.  

Faktor penghambat di atas merupakan sebagian dari banyaknya 

hambatan dalam penerapan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Perlu 

adanya kebijakan dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dan 

perlu adanya dorongan dari berbagai pihak (pemangku kepentingan) 
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hasil hutan, hasil perikanan, hasil olahan, hasil kerajinan tangan, atau 

barang lainnya. 

Dasar hukum Indikasi Geografis yang baru diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Kemudian untuk pengaturan secara teknis tentang Indikasi 

Geografis diatur secara khusus didalam Pasal 53-71. Perbedaan antara 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Perbedaan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

No. Keterangan Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 51 Tahun 

2007 

Undang-Undang Nomor 

20  

Tahun 2016 

1.  Pengertian Indikasi Geografis 

adalah suatu tanda 

yang menunjukkan 

daerah asal suatu 

barang yang karena 

faktor lingkungan 

geografis termasuk 

faktor alam, faktor 

manusia atau 

kombinasi dari 

kedua faktor 

tersebut, 

memberikan ciri 

dan kualitas tertentu 

pada barang yang 

dihasilkan. 

Indikasi Geografis adalah 

suatu tanda yang 

menunjukkan daerah asal 

suatu barang dan/atau 

produk yang karena faktor 

lingkungan geografis 

termasuk faktor alam, 

faktor manusia atau 

kombinasi dari kedua 

faktor tersebut 

memberikan reputasi, 

kualitas, dan karakteristik 

tertentu pada barang 

dan/atau produk yang 

dihasilkan. 

2.  Pengajuan 

permohonan 

Indikasi 

Geografis 

Diajukan kepada 

Direktorat Jenderal 

Kekayaan 

Intelektual 

Diajukan kepada Menteri 

Hukum dan HAM 
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Lada Putih Muntok, Kangkung Lombok, Salak Pondoh Sleman 

Jogja, dll. 

2.3.2.2 Pendaftaran Indikasi Geografis 

Indikasi Geografis sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual perlu 

mendapatkan perlindungan hukum. Agar suatu barang dapat dilindungi 

sebagai sebuah indikasi geografis, selain harus memenuhi unsur-unsur 

seperti reputasi, kualitas, dan karakteristik yang khusus, juga harus 

didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis yang mengatur bahwa untuk memperoleh 

perlindungan, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan 

Permohonan kepada Menteri (Martin, 2017).  

Mengenai permohonan perlindungan indikasi geografis, menurut 

ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis yang dapat mengajukan permohonan perlindungan Indikasi 

Geografis adalah sebagai berikut: 

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang 

memproduksi barang yang bersangkutan, yaitu terdiri atas: 

1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil 

alam atau kekayaan alam. 

2. Produsen Hasil Pertanian. 

3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil 

industri. 

4. Pedagang yang menjual hasil tersebut. 
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b. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat didaftar 

oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut: 

1. Bertentangan dengan idiologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas agama. 

2. Kesusilaan 

3. Ketertiban Umum 

4. Dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat 

mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, 

dan/atau kegunaannya. 

5. Nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan 

digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada 

penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi 

geografis yang sejenis. 

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki 

karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan 

yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang 

mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah 

mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan 

memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis masyarakat 

tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan 

memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang 

untuk menggunakannya pada produk (Hartasih, 2017).  



http://www.dgip.go.id/
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hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut 

dihasilkan; 

d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam 

dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam 

memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik 

dari barang yang dihasilkan; 

e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah 

yang dicakup oleh Indikasi Geografis; 

f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan 

dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai 

barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk 

pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis 

tersebut; 

g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses 

pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan 

sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah 

tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat 

barang terkait; 

h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji 

kualitas barang yang dihasilkan; dan 

i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi 

Geografis. 
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5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang 

dicakup oleh Indikasi Geografis yang mendapat rekomendasi 

dari instansi yang berwenang. 

2. Tahap Kedua: Pemerikasaan Administratif 

a. Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat 

dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-

kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya 

kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada 

pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan 

dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut 

ditolak. 

3. Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi 

a. Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi 

Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang 

terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa 

isi dari pernyataan-pernyataan yang yang telah diajukan untuk 

memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah 

dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan 

Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat 

Jenderal. 

b. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan 

tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi 

dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun. 

4. Tahap Keempat: Pengumuman 
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a. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 

disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun ditolak, 

Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam 

Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. 

b. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain nomor 

Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan 

alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi Geografis 

dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan. 

5. Tahap Kelima: Oposisi Pendaftaran 

a. Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi 

Geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan 

Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi 

Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan 

disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar/pemohon 

Indikasi Geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan 

tersebut. 

6. Tahap Keenam: Pendaftaran 

a. Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak 

ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk 

tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika 

diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan 

Sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat 

diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. 

7. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis 



46 
 

 
 

a. Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan 

dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi 

Geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti 

bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana 

buku persyaratan yang diajukan. 

8. Tahap Kedelapan: Banding 

a. Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding 

Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan 

Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan 

penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah 

ditetapkan. 

2.3.2.3 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 

Merek adalah tanda yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

membedakan barang atau jasa miliknya dari perusahaan lain. Merek 

dagang ataupun jasa sering kali merupakan nama atau tanda unik yang 

mencerminkan identitas pemiliknya. Sedangkan Indikasi Geografis 

merupakan tanda tertentu yang menunjukkan kepada konsumen, bahwa 

suatu produk dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Tanda ini dapat 

digunakan oleh semua produsen yang membuat atau menghasilkan 

produk-produk yang sama di tempat yang ditunjuk atau disebutkan oleh 

indikasi geografis tersebut (Isnaini, 2010). 
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Tabel 2.3. Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografis 

No. Faktor 

Pembeda 

Merek  Indikasi Geografis 

1.  Pengertian Tanda grafis berupa 

gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, 

susunan warna, 

dalam bentuk 2 

dan/atau 3 dimensi, 

suara, hologram, atau 

kombinasi dari 2 atau 

lebih unsur tersebut 

untuk membedakan 

barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh 

orang atau badan 

hukum dalam 

kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa. 

Suatu tanda yang 

menunjukkan daerah asal 

suatu barang dan/atau 

produk yang karena 

faktor lingkungan 

geografis termasuk faktor 

alam, faktor manusia atau 

kombinasi dari kedua 

faktor tersebut 

memberikan reputasi, 

kualitas, dan karakteristik 

tertentu pada barang 

dan/atau produk yang 

dihasilkan. 

2.  Fungsi Sebagai daya 

pembeda 

Sebagai Penunjuk Asal 

3.  Sifat Individual Komunal/Umum. 

4.  Jenis  a. Merek 

Dagang 

b. Merek Jasa 

c. Merek 

Kolektif 

Indikasi Geografis 

5.  Jangka 

Waktu 

Perlindungan 

Selama sepuluh tahun 

dengan perpanjangan 

Selamanya dengan syarat 

reputasi, kualitas, dan 

karakterstik tetap terjaga 

6.  Perpanjangan Ada Tidak Ada  

7.  Pengalihan a. Pewarisan 

b. Wakaf  

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Perjanjian 

Tidak dpat dialihkan 

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 
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2.3.2.4 Pelanggaran Indikasi Geografis 

Hak Indikasi Geografis seringkali disalah gunakan oleh beberapa 

pihak yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak Indikasi Geografis. 

Mengingat Indikasi Geografis mempunyai nilai ekonomi yang 

menjanjikan dari segi ekonomi. Sehingga mendorong Pemerintah untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak Indikasi Geografis terhadap 

pihak asal yang berhak mempunyai hak Indikasi Geografis. Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan bahwa 

pelanggaran Indikasi Geografis mencakup: 

a. Pemakain Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun 

tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak 

memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; 

b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara 

langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk 

yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk: 

1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut 

sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang 

dilindungi oleh Indikasi Geografis; 

2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau 

3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis. 

c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan 

masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu; 

d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi 

Geografis terdaftar; 
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e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan 

sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau 

kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada: 

1. Pembungkus atau kemasan; 

2. Keterangan dalam iklan; 

3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau 

produk tersebut; atau 

4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya 

dalam suatu kemasan. 

f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas 

mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. 

Kemudian apabila terjadi pelanggaran, produsen berhak 

mengajukan   gugatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan: 

1. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

dapat diajukan gugatan. 

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

oleh: 

a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi 

Geografis dan/atau; 

b. Lembaga yang mewakili masyarkat di kawasan geografis 

tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu. 
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2.3.2.5 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan 

Indikasi Geografis yaitu selama terjaganya reputasi, kualitas dan 

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi 

Geografis tersebut pada suatu barang. Namun Indikasi Geografis dapat 

dihapus jika sudah tidak lagi memenuhi reputasi kualitas dan 

karakteristiknya tersebut dan melanggar ketentuan atau bertentangan 

dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, 

agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; menyesatkan atau 

memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal 

sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan 

merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan 

digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan 

padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.  

2.3.2.6 Manfaat Pendaftaran Indikasi Geografis 

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting 

bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik 

atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya 

tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan 

meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh 

karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki keunikan atau 

kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.  
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Perlindungan hukum Indikasi Geografis begitu banyak manfaatnya 

tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi ekologi, sosial budaya 

dan juga manfaat dari segi hukum sebagaimana dijelaskan oleh salah satu 

Tim Ahli IG Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM (Riyadi, 2008) 

yang menyebutkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis memiliki 

berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. 

Bagi produsen manfaat Indikasi Geografis sebagai berikut: 

a. Manfaat dari Segi Ekonomi 

1. Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan 

kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak 

lain. 

2. Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat 

setempat. 

3. Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk. 

4. Meningkatkan pemasaran produk khas. 

5. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja. 

6. Menunjang pengembangan agrowisata. 

7. Menjamin keberlanjutan usaha. 

8. Memperkuat ekonomi wilayah. 

9. Mempercepat perkembangan wilayah. 

10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Manfaat dari Segi Ekologi 

1. Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam. 

2. Meningkatkan reputasi kawasan. 
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3. Meningkatkan kelestarian plasma nutfah. 

c. Manfaat dari Segi Sosial Budaya 

1. Mempererat hubungan antar perkebunan. 

2. Meningkatkan dinamika wilayah. 

3. Melestarikan adat istiadat. 

d. Manfaat dari Segi Hukum 

1. Bagi Produsen 

a. Memberikan perlindungan dan jaminan kepastian 

hukum. 

2. Bagi Konsumen 

a. Memberikan jaminan kualitas sesuai harapan konsumen 

terhadap produk Indikasi Geografis dan memberi 

jaminan hukum bagi konsumen (Riyadi, 2008) 

2.3.2.7 Pentingnya Pendaftaran Indikasi Geografis 

(Septiono, 2009) menjelaskan bahwa sebagaimana merek dagang, 

Indikasi Geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai 

ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum, alasannya 

adalah: 

A) Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal barang yang 

berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang 

dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak 

bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan oleh 

daerah lain. 
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B) Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, Indikasi 

Geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang 

tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh 

alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik 

tertentu yang harus dipertahankan reputasinya. 

C) Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi 

Geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk 

karena keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa 

diproduksi daerah lain. 

D) Berdasarkan perjanjian TRIPs Indikasi Geografis ditetapkan 

sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak 

kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan 

melawan hukum dan persaingan curang. 

Mengingat betapa pentingnya mengenai perlindungan Indikasi 

Geografis, ada banyak sekali peraturan atau konvensi-konvensi yang 

mengatur secara universal yang mengatur mengenai Indikasi Geografis 

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Indikasi 

Geografis dari praktek perdagangan curang. 

1. Peraturan Internasional mengenai Indikasi Geografis: 

a. TRIPs Agreement 

Persetujuan TRIPs ini merupakan bagian dari persetujuan 

pembentukan badan/organisasi perdagangan dunia yang 

merupakan salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay yang 

berbicara mengenai Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari 
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aspek-aspek perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan 

dari barang tiruan. 

Indonesia adalah salah satu negara yang pada tanggal 15 

April 1994 turut menandatangani persetujuan ini dan 

persetujuan ini disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement 

Estabishing The Word Trade Organization.  

b.WIPO 

Pada tahun 1974 dan 1975 WIPO berinisiatif 

menyelenggarakan persidangan untuk dibentuknya suatu 

perjanjian internasional baru tentang Indikasi Geografis yang 

kemudian menjadi langkah nyata dengan merevisi ketentuan 

yang terkait dengan Indikasi Geografis dalam Konvensi Paris 

yang kemudian menjadi suatu perjanjian internasional yang 

baru. 

Sebagai catatan berdasarkan laporan WIPO international 

Bureau pendekatan yang dipandang dalam perlindungan 

Indikasi Geografis berdasarkan pada empat kategori 

pertimbangan hukum yaitu: 

1) Unfair competition and passing of. 

2) Collective and certification mark. 

3) Protected appellations of origin and registered 

Geographical Indications. 

4) Administratives schemes for protection. 

 

c. The Madrid Agreement 
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2.3.3 Kerangka Berfikir 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkup Perlindungan 

Indikasi Geografis Pasal 53 

Hasil Pertanian Beras Mentik Wangi Susu 

sebagai Produk Indikasi Geografis karena 

memiliki ciri khas dan kualitas yang 

menunjukkan geografis/ tempat 

Bagaimana peran kelompok tani 

dalam mengembangkan Beras 

Mentik Wangi Susu Sawangan 

sebagai produk Indikasi Geografis 

Kabupaten Magelang 

Bagaimana upaya perlindungan 

hukum yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten 

Magelang terhadap hasil 

pertanian Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang sebagai produk 

Indikasi Geografis 

Keterkaitan potensi produk Indikasi 

Geografis Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang sebagai 

produk indikasi grografis Pasal 53 Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis 

Hasil pertanian Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang sebagai produk Indikasi 

Geografis di Kabupaten Magelang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

 

Teori Economy 

Analysis of Law 

(Richard A. Posner) 
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Kerangka berpikir diatas memberikan gambaran mengenai alur 

berpikir dalam menggambarkan dan menjelaskan mengenai 

perlindungan hukum mengenai hasil pertanian Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan Kabupaten Magelang sebagai produk indikasi geografis. 

Dasar hukum pengaturan indikasi geografis diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 53 menjelaskan beberapa 

produk yang dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis yaitu 

berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri 

selama produk-produk tersebut mengusung nama daerah asal, dan 

kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas daerah 

asalnya. Salah satu produk pertanian yang memiliki potensi dapat 

dilindungi Indikasi Geografis adalah Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang. Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang merupakan jenis beras yang memiliki tekstur yang 

bulat dan lebih pendek, bertekstur lengket,pulen, berwarna putih bersih 

seperti susu dan menghasilkan aroma yang wangi seperti susu.. Oleh 

karena rasanya yang pulen dan wangi seperti susu Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan Kabupaten Magelang merupakan komiditi unggulan di 

Kabupaten Magelang. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peran kelompok tani dalam mengembangkan beras mentik wangi susu 

Sawangan sebagai potensi produk Indikasi Geografis Kabupaten Magelang 

petani harus selalu menjaga reputasi beras mentik wangi susu Sawangan 

tersebut serta berperan aktif dalam pendaftaran Indikasi Geografis. 

2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang 

untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kabupaten 

magelang saat ini Pemerintah sudah melakukan perlindungan hukum 

terhadap beras mentik wangi susu Sawangan berupa pengajuan permohonan 

pendaftaran beras mentik wangi susu sebagai varietas tanaman Kabupaten 

Magelang, tetapi belum didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis dan 

Merek di Kabupaten Magelang. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Petani beras mentik wangi susu Sawangan 

Seharusnya berperan aktif dalam pendaftaran beras mentik wangi susu 

Sawangan sebagai potensi produk Indikasi Geografis Kabupaten 

Magelang. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang 

Pemerintah Kabupaten Magelang hendaknya tidak hanya 

mendaftarkan Beras Mentik Wangi Susu sebagai varietas tanam saja, 

tetapi juga harus mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi 

Geografis dan mendaftarkan Merek. 

3. Bagi semua pihak baik pemerintah, pemilik Indikasi Geografis dan 

pihak lainnya sebaiknya melakukan penyebaran pengetahuan secara 

terus menerus mengenai Hak Kekayaan Intelektual. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati pekerjaan atau mata pencaharian orang-orang di Desa Sawangan, 

Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 

2. Mengamati proses penanaman Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang. 

3. Mengamati kesadaran warga masyarakat Kecamatan Sawangan terkait 

pentingnya pendaftaran Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang sebagai potensi Indikasi Geografis. 

4. Mengamati hambatan yang terjadi terkait perlindungan Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan Kabupaten Magelang. 

5. Mengamati bagaimana peran orang-orang di Desa Sawangan, Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang yang mempunyai Peran  bagaimana tindakan 

dan upaya yang dilakukan terhadap perlindungan Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang. 

6. Mengamati bagaimana peran Pemerintah daerah dalam perlindungan Indikasi 

Geografis Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Fathur 

Jabatan  : Staf UPT Balai Benih Dinas Pertanian Kabupaten 

Magelang 

Hari, tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 

Tempat  : Dinas Pertanian Kabupaten Magelang 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Magelang terhadap hasil pertanian Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis? 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana Sejarah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang? 

Jawaban : Sejarah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan saat ini sudah 

masuk ke generasi ke tiga. Mbah Soko merupakan generasi pertama yang 

menemukan beras mentik wangi susu ini, selanjutnya generasi kedua 

kurang paham dan sekarang ini generasi ketiga. 

http://fh@unnes.ac.id/




161 
 

 
 

seluas 7.500 Ha yang tersebar di tiga Kecamatan yaitu Bandongan, Grabag 

dan Sawangan. 

6. Berapa kali Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang 

panen dalam satu tahun? 

Jawaban : Beras Mentik Wangi Susu biasanya panen tiga kali dalam satu 

tahun. 

7. Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang sebagai 

tanaman yang mengenal musim, bagaimana jumlah hasil panen setiap 

tahunnya? 

Jawaban : Sepanjang tahun 2019 total panen mentik wangi susu sebesar 

48.750 ton. 

8. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tetap menjaga 

setiap tahun tersedia Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang? 

Jawaban : Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pertanian 

melakukan pengembangan Beras Mentik Wangi Susu dengan perluasan 

lahan tanam, yaitu di Kecamatan Bandongan  dan Kecamatan Grabag. 

9. Terkait pengembangan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang, apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah dengan melakukan 

perluasan lahan tanam? 

Jawaban : Pengembangan Beras Mentik Wangi Susu ini tentunya 

dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil panen Beras Mentik Wangi 

Susu di Kabupaten Magelang. Untuk pengembangan Beras Mentik Wangi 
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Susu ini di wilayah kecamatan lain memiliki rasa yang agak beda dengan 

Kecamatan Sawangan tetapi bedanyan tidak jauh. 

10. Apakah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang akan 

tetap memiliki cita rasa yang sama jika ditanam ditempat lain? 

Jawaban : Berbeda, tetapi bedanya tidak jauh. 

11. Bagaimana cara menjaga kualitas Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sehingga memiliki cita rasa yang sama? 

Jawaban : Melakukan penanaman Beras Mentik Wangi Susu sesuai SOP 

yang telah dibuat. 

12. Menganai pemasran, Apakah Pemerintah Kabupaten Magelang turut serta 

membantu dalam kegiatan pemasyaran? 

Jawaban : Tentu. Pemerintah Kabupaten Magelang membantu pemasaran 

waktu pameran. Misalnya pameran gelar produk pertanian (gapoktan), 

Agri Flora Expo, Festival Komoditas Pertanian dan Perkebunan Provinsi 

Jawa Tengah, Acara HUT Bulog ke-52, dll. 

13. Apakah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang sudah 

diekspor keluar negeri? 

Jawaban : Untuk sampai saat ini belum. 

14. Apakah ada olahan khusus dari Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Tidak ada. 

15. Apakah ada kelompok atau paguyuban petani Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Tentu ada. 
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16. Apabila ada apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang untuk 

membina kelompok tani tersebut? 

Jawaban : Pembinaan untuk kelompok tani biasanya dari Dinas Pertanian 

berupa peningkatan SDM kelompok, memberikan bantuan, memfasilitasi 

kebutuhan kelompok, pengarahan penanaman Beras Mentik Wangi Susu, 

dll. 

17. Apa tujuan pembentukan atau paguyuban atau kelompok tani? 

Jawaban : Tujuan dari pembentukan kelompok tani yaitu untuk 

mempermudah dalam memberikan bantuan atau sosialisasi kepada petani. 

18. Terkait Indikasi Geografis, bagaimana peran Dinas Pertanian dalam 

mewujudkan perlindungan hukum Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis? 

Jawaban : Untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang  melalui Dinas 

Pertanian fokus dahulu untuk mendaftarkan  Beras Mentik Wangi Susu ke 

Varietas tanam terlebih dahulu. Setelah selesai baru akan mendaftarkan 

Beras Mentik Wangi Susu ke Indikasi Geografis. 

19. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk 

melindungi Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Untuk saat ini untuk melindungi Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mendaftarkan Beras 

Mentik Wangi Susu Sawangan sebagai produk Varietas tanam Kabupaten 

Magelang. 
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20. Mengenai Perlindungan Varietas Tanaman, apakah Pemerintah Kabupaten 

Magelang sudah mendaftarkan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Sedang proses, dan saat ini akan dilakukan sidang kedua. 

21. Menurut narasumber lebih penting mana antara Perlindungan Varietas 

Tanam atau Indikasi Geografis? 

Jawaban : 

22. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis? 

Jawaban : Semua penting, karena tujuanya sama untuk melindungi produk 

suatu daerah. 

23. Mengapa perlu diadakan perlindungan Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis? 

Jawaban : Supaya tidak di klaim oleh daerah lain. 

24. Terkait pendaftaran Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang, apakah ada peningkatan pendapatan 

ekonomi masyarakat sekitar? 

Jawaban : Karena Beras Mentik Wangi Susu belum didaftarkan sebagai 

produk Indikasi Geografis jadi belum tahu. Tetapi saat ini pendapatan 

petani mentik wangi susu sudah mengalami peningkatan dilihat dari 

permintaan Beras Mentik Wangi Susu yang semakin meningkat setiap 

tahunnya. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI   

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG    

FAKULTAS HUKUM  

Gedung K, Kampus Sekarang Gunungpati Semarang 

  Telepon +622850791; +62470709205; Fax. +62248507891 

Laman : http://fh@unnes.ac.id, email : fh.unnes.ac.id  

PEDOMAN OBSERVASI 

Nama  : Soleh 

Jabatan  : Ketua Kelompok Tani Mentik Wangi Susu 

Hari, tanggal : Jumat,13 Desember 2019 

Tempat   : Keidaman Bapak Soleh 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Magelang terhadap hasil pertanian Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis? 

Daftar Pertanyaan : 

1. Menurut narasumber apa itu Indikasi Geografis? 

Jawaban : Indikasi Geografis adalah bentuk perlindungan hukum untuk 

melindungi produk dari daerah tertentu. 

2. Apa perbedaan Indikasi Geografis dengan Perlindungan Varietas 

Tanaman? 

http://fh@unnes.ac.id/
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Jawaban : Kandungan yang dimiliki Beras Mentik Wangi Susu yaitu 

karena ditanam menggunakan pupuk organik maka memiliki kandungan 

gula yang lebih sedikit dibanding jenis beras lain. 

8. Bagaimana cara menjaga kualitas Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sehingga tetap memiliki cita rasa yang sama? 

Jawaban : Dari pengolahan tanah, pemupukan sampai proses panen dan 

paska panen harus sesuai dengan SOP. 

9. Berapa luas lahan untuk menanam Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Untuk tahun 2019 luas tanam sebesar 1.200 Ha untuk 

Kecamatan Sawangan. 

10. Terkait pengembangan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang, apakah ada rencana untuk menanam ditempat lain? 

Jawaban : Ada. Di Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Grabag. 

11. Apakah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang sudah 

didaftarakan sebagai produk Indikasi Geografis? 

Jawaban : Belum 

12. Apa manfaat Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang 

jika sudah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis, Kabupaten 

Magelang? 

Jawaban : Manfaat Beras Mentik Wangi Susu didaftarkan Indikasi 

Geografis yaitu melindungi kualitas padi, konsumen lebih yakin akan 

kualitas beras, dan daerah Magelang lebih dikenal lagi sebagai 

penghasilBeras Mentik Wangi Susu. 
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13. Apa tujuan pendaftaran Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Karena dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis konsumen 

yakin dengan Kualitas Beras mentik Wangi Susu. Sehingga untuk 

memperluas penjualan semakin mudah bahkan bisa sampai ke luar negeri. 

14. Apakah dengan didaftrakan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten 

Magelang akan mempengaruhi penjualan? 

Jawaban : Iya. dengan keyakinan konsumen akan kualitas Beras Mentik 

Wangi Susu, nantinya permintaan pasar Beras Mentik Wangi Susu akan 

meningkat dan dampaknya akan meningkatkan penjualan Beras Mentik 

Wangi Susu. 

15. Apakah ada upaya dari daerah lain untuk mendaftarkan Beras Mentik 

Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi 

Geografis? 

Jawaban : Ada, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten 

Bantul dan Kabupaten Sleman. 

16. Bagaimana pendapatan masyarakat sekitar setelah Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan Kabupaten Magelang didaftrakan sebagai produk Indikasi 

Geografis Kabupaten Magelang? 

Jawaban : saat ini pendapatan petani mentik wangi susu sudah mengalami 

peningkatan dilihat dari permintaan Beras Mentik Wangi Susu yang 

semakin meningkat setiap tahunnya. 

 



169 
 

 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI   

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG    

FAKULTAS HUKUM  

Gedung K, Kampus Sekarang Gunungpati Semarang 

  Telepon +622850791; +62470709205; Fax. +62248507891 

Laman : http://fh@unnes.ac.id, email : fh.unnes.ac.id 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Jarot, Bandini, Sayami, Sarinten, Sarni 

Jabatan : Petani Beras Mentik Wangi Susu 

Hari,tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 

Tempat  : Petani Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana peran kelompok tani dalam mengembangkan Beras Mentik Wangi 

Susu Sawangan sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Magelang? 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana sejarah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang? 

Jawaban : . Mbah Soko merupakan generasi pertama yang menemukan 

beras mentik wangi susu ini. Saat ini Beras Mentik Wangi Susu sudah 

masuk generasi ketiga. 

2. Bagaimana budidaya Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang? 

http://fh@unnes.ac.id/
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Jawaban : Untuk budidaya mentik wangi susu awalnya pengolahan tanah 

dengan mencangkul, dibuat aliran air biar nantinya tidak ada genangan, 

kemudian mentik wangi susu ditanam kemudian dikasih pupuk organik. 

Setelah berumur 4 bulan mentik wangi susu bisa dipanen. 

3. Apa kendala yang dihadapi terkait budidaya Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Kendalanya paling hama dan penyakit. 

4. Bagaimana cara menjaga kualitas Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang agar memiliki cita rasa yang sama? 

Jawaban : Dari pengolahan tanah, pemupukan sampai proses panen dan 

paska panen harus sesuai dengan SOP. 

5. Apa kelebihan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang 

dengan beras lain? 

Jawaban : Rasa lebih pulen, kandungan gula lebih sedikit dibandingkan 

dengan beras lainnya. 

6. Apakah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang 

berbeda dengan beras lain? 

Jawaban : Berbeda 

7. Apa yang membedakan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang dengan beras lain? 

Jawaban : Umur tanaman lebih panjang dan warna beras putih susu seperti 

ketan, dan beraroma wangi. 
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8. Dari daerah Cianjur sudah ada produk Indikasi Geografis Beras 

Pandanwangi Cianjur, apa perbedaan beras Beras Mentik Wangi Susu 

Sawangan Kabupaten Magelang dengan Beras Pandanwangi Cianjur? 

Jawaban : Umur tanaman lebih panjang dan warna beras putih susu seperti 

ketan. 

9. Berapa rata-rata waktu Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang bisa dipanen? 

Jawaban : Empat bulan sekali. 

10. Dalam satu tahun panen berapa kali? 

Jawaban : Dalam satu tahun biasanya panen dilakukan sebanyak tiga kali. 

11. Berapa harga Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang 

perkilogram? 

Jawaban : Harga Beras Mentik Wangi Susu per kilogramnya yaitu Rp. 

15.000-Rp.17.000. 

12. Berapa omzet yang didapat petani Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang setiap bulan? 

Jawaban : omzet yang didapat petani setiap kali panen bisa menyampai 

Rp.3.850.000 

13. Bagaimana pemasaran Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang? 

Jawaban : Pemasaran Beras Mentik Wangi Susu sudah dipasarkan ke kota-

kota besar di Indonesia. Seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali dan 

Kalimantan. 



172 
 

 
 

14. Bagaimana menurut narasumber mengenai pendaftaran Indikasi 

Geografis? 

Jawaban : Penting untuk melindungi produk suatu daerah. 

15. Apakah dengan pendaftaran Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis akan 

mempengaruhi penjualan? 

Jawaban : Iya. Karena Masyarakat akan percaya dengan kualitas Beras 

Mentik Wangi Susu. 

16. Apakah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang sudah 

didaftarkan Perlindungan Varietas Tanaman? 

Jawaban : Sedang didaftarkan 

17. Menurut narasumber, lebih penting mana Indikasi Geografis dengan 

Varietas Tanaman? 

Jawaban : Penting Semua. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG    

FAKULTAS HUKUM  

Gedung K, Kampus Sekarang Gunungpati Semarang 

  Telepon +622850791; +62470709205; Fax. +62248507891 

Laman : http://fh@unnes.ac.id, email : fh.unnes.ac.id 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Anas  

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Sawangan 

Hari, tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 

Tempat  : Kantor Desa Sawangan Kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang. 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Magelang terhadap hasil pertanian Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang sebagai produk Indikasi Geografis? 

Daftar Pertanyaan : 

1. Menurut narasumber apa itu Indikasi Geografis? 

Jawaban : Tidak Tahu. 

2. Berapa jumlah petani Beras Mentik Wangi Susu Sawangan di Desa 

Sawangan? 

Jawaban : Jumlah petani di Kecamatan Sawangan 694 orang. 

http://fh@unnes.ac.id/


174 
 

 
 

3. Berapa rasio pekerjaan warga Desa Sawangan antara pegawai dengan 

petani? 

Jawaban : Selain Petani pekerjaan lainnya yaitu PNS/TNI/POLRI 123 

orang, karyawan swasta 653 orang, buruh 493 orang, wiraswasta 251 

orang, guru/dosen 81 orang, karyawan BUMN/BUMD/Honorer 25 orang. 

Jadi dapat disimpulkan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sawangan 

yaitu Petani. 

4. Apakah ada upaya Pemerintah yang pernah mensosialisasikan mengenai 

Indikasi Geografis? 

Jawaban : Ada. Biasanya sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten Magelang. 

5. Selain Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten Magelang jenis 

beras apa saja yang ditanam di Desa Sawangan? 

Jawaban :  Ada beras merah beras IR 64. 

6. Apakah ada perbedaan Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Kabupaten 

Magelang jika ditanam waktu hujan dan kemarau? 

Jawaban : Tidak ada. Karena disini air selalu ada bersumber dari Gunung 

Merapi. 

7. Apakah ada upaya bantuan dari Pemerintah mengenai pengembanan 

produk Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Sawangan 

Kabupaten Magelang? 

Jawaban : Ada. Pemerintah Magelang melalui Dinas Pertanian 

membelikan traktor, Sosialisasi dan pembantuan penjualan atau promosi 

produk Beras Mentik Wangi Susu ini. 
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8. Apakah Beras Mentik Wangi Susu Sawangan ditanam  di daerah lain ,jika 

ada apakah rasanya tetap sama? 

Jawaban : Ada. Mentik Wangi Susu ditanam di Kecamatan Bandongan 

dan Kecamatan Grabag. Berbeda tetapi tidak banyak 

9. Apakah ada dana desa untuk mengembangkan produk Indikasi Geografis? 

Jawaban : Belum ada. Untuk saat ini baru perbaikan sarana dan prasarana 

desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


